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BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR . PL.102 /61 /3 /PIP.SMG-2022

TANGGAL . 28 Maret 2022

PEKERJAAN . Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
TAHUN ANGGARAN  : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(28-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang
dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan
Barang dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap
Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1.  Markhaban Sapta Hadi, ST

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN . PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
ALAMAT . JI. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW. 006
Terban Gondokusuman Yogyakarta
NFWP . 31.577.871.2-541.000
| KELENGKAPAN
— KETERANGAN
NO URAIAN I *)
: Tdk
Sesuai .
Sesuai
1 Kualitas Barang/Jasa : + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 | Waktu Pelaksanaan + Sesuai Surat Perintah Kerja
Pekerjaan ) (SPK)
3 | Dokumen Tagihan Sesuai Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2022 tentang
+ Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 16 Tahun
S -1 == 2018 - = S—
| HASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

{

Markhaban Sapta Hadi. ST

PPK Badan Layanan umum
NIP: 19840327 201012 1 003
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: PL.102 /56 / 14 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu
Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : JI. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102/56/13/PIP.SMG-2022 Tanggal 21 Maret 2022, bersama ini
memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Alamat . JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban Gondokusuman
Yogyakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh NUNGRUDIN SUKMAWATI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik
[Imu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022;

2. Tanggal mulai kerja: 21 Maret 2022;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama 8 (delapan) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal 28 Maret 2022;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai
SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 21 Maret 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembugt Komitmen

PPK Badan Layanan Umum
NIP: 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

i
1A

General Manager |

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
VKAN
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SATUAN KERJA :
P
SURAT PERINTAH KERJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
(SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor : PL.102/56/ 13 /PIP.SMG-2022
Tanggal : 21 Maret 2022
Nama PPK MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Nama Penyedia

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

PAKET PENGADAAN:

PAKET MEETING

REVIEW DAN EVALUASI

TARIF BLU

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102/53/6/PIP.SMG-2022
Tanggal : 16 Maret 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor :PL.102/55/7/PIP.SMG-2022

Tanggal : 18 Maret 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA 4627 EBD.953.051.J.525115

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 8 (delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 21-]
28 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Harga Satuan.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 82.356.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

HARGA
NO URAIAN JUMLAH WAKTU HARGA SATUAN JUMLAH

1 | 21-24 Maret 2022 3 pax 3 | malam 900.000 8.100.000
2 | 21-24 Maret 2022 24 pax 3 | malam 734.000 52.848.000
3 | 21-23 Maret 2022 1 pax 2 | malam 900.000 1.800.000
4 |21-23 Maret 2022 6 | pax | p | malam 734.000 8.808.000
5 | 21-23 Maret 2022 18 | Pax | p | malam 300.000 |  10.800.000
JUMLAH | 82.356.000

Terbilang: Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah




SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor : PL.102 /56 /13 /PIP.SMG-2022
Tanggal : 21 Maret 2022

Cara Pembayaran :

N =

. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %;

Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan
pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan;

. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang UGM a/n PT. MATRATAMA GRAHA MULIA dengan
Nomor Rekening : 6878899888

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka
Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1%o ( satu per seribu) dari harga
kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam
memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun
volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

Politeknik [Imu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

[

1

NUNGRUDIN SUKMAWATI

Penata Muda (111/a) General Manager
NIP. 19840327 201012 1 003

¥




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN .

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta
pekenaan yang dilakukan

BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.




8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;

2) cidera tububh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat
memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan

|
12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN




atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

. Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan

dan disetujui oleh wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan,

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan,

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14, WAKTU PENYELESAJAN PEKERJAAN

a.

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan

Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.

b.

C.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia




16.

17.

18.

wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan SPK.

f Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah

pekerjaan selesai.

PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi;

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atan
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuvai
jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensast.

. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan

PPK Penyedia




19.

20.

b.

pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian
pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum SPK.,

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.

b.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9} PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan),

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan

3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,

melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan

pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan,

PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

ketentuan:
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1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Politeknik IImu Pelayaran Semarang Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen BLU PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

/
6

MARKHABAN SAPTA HADI, ST
Penata Muda (111/a) General Manager |-
NIP. 19840327 201012 1 003
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BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK
PL.102 /55 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Puluh Ribu Dua Puluh Dua
berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaaan No.
PL.102 /55 /7 / PIP.SMG-2022 tanggal telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting)
antara PPK Badan Layanan Umum, Pejabat Pengadaan Belanja Badan Layanan Umum dengan
Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang
dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 18 Maret 2022.

Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas
volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

(&)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa Pejabat Penandatangan Kontrak
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA PIP Semarang
syl d-t=o o urion: I
NUNGRUDIN SUKMAWATI MARKHABAN SAPTK HADI. ST
Direktur\' Penata Muda, (111/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

ot

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SiT., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001
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BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL)

NOMOR . PL.102/55/7/PIP.SMG-2022

TANGGAL : 18 Maret 2022

PEKERJAAN : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (18-
03-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan telah melalui tahapan-
tahapan kegiatan.

»  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

»  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat
lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1| (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen

sebanyak 1 (satu) Perusahaan.

Pemasukan dan pembukaan penawaran

<+ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal
tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga
dapat dilanjutkan evaluasi.

* Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :

HPS/OE - Rp. 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh

[}

Ribu Rupiah)
NILAI
NAMA NILAI ;
No : = PENAWARAN KET.
PERUSAHAAN PENAWARAN TERKOREKSI

PT. MATRATAMA
1. GRAHA MULIA Rp. 82.488.000,- | Rp. 82.488.000.- Lengkap




3.  Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor:
PL.102 / 54 / 4 / PIP.SMG-2022 tanggal 17 Maret 2022, unsur — unsur yang dievaluasi
beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : Sesuai
b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai
¢. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : Sesuai

4.  Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan

hasil sebagai berikut :
NILAI
No| NAMAPERUSAHAAN | PENAWARAN | A | JASIL
TERKOREKSI
1. |PT.
s [RATAMA GRAHA | po 82488000 | Rp. 82356000 | LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pengadaan Paket Meeting
Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Maret 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

P

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S.SIT., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001
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BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

NOMOR
TANGGAL
PEKERJAAN

PL.102 /54 /4 / PIP.SMG-2022

17 Maret 2022

Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PTP) Semarang Tahun 2022

TAHUN ANGGARAN : 2022
T
Pada han ini kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan
Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut

diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :
WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, . Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. S.SIT,MT

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN . PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

ALAMAT : JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW
006 Terban Gondokusuman
Yogyakarta

NPWP

31.577.871.2-541.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

KELENGKAPAN Tdk
NO | NAMA DOKUMEN Ada (+) gda || BRAERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai )
1 Surat Penawaran : -
- Bertanggal +
- Masa berlaku surat « 30 Hari Kalender
~ penawaran
- Jangka waktu pelaksanaan + 8 Hari Kalender
- Harga Penawaran (dalam Rp. 82.488.000. -
angka dan huruf) (Delapan Puluh Dua
+ Juta Empat Ratus
‘ Delapan Puluh
n‘ Delapan Ribu
Rupiah)
- Tanda - Tangan + Direktur
HASIL AKHIR LULUS

B0 wot e
Carficam b 28 W8S




Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILATAN DOKUMEN TEKNIS

KELENGKAPAN | Tdk
NO.| NAMA DOKUMEN Ada (+) s, | FESERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 | Metodologi Pekerjaan +
Jadwal Waktu Pelaksanaan +
3 | Data Personil +
HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAJAN DOKUMEN BIAYA

KELENGKAPAN Tdk
NO.| NAMA DOKUMEN Ada (+) ada | KETERANGAN
Sesuai | Tdk Sesuai
1 | Daftar Kuantitas dan Harga +
Koreksi aritmatik +
HARIL SKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

KELENGKAPAN | Tdk

NO. NAMA DOKUMEN Ada (+) ada

Sesuai | Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 | Formulir Isian Kualifikasi :

a. Data Administrasi

b. Landasan Hukum

¢. Pengurus Perusahaan

d. Ijin Usaha (SIUP)

e. Ijin Lainnya (TDP)

f. Data Keuangan

g. Data Pengalaman Perusahaan 4
Tahun Terakhir

h. Data Pengalaman Pekerjaan
yang sesuai

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan

LULUS dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi. |

KETERANGAN

+ |||+ ]+

c




E. KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA
1. Administrasi
a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen “Asli” yang

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
Teknis

)

a. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan / menyerahkan
pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan.

b. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup menyerahkan barang-barang /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi

c. Calon Penyedia Barang sanggup / tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil

sebagai berikut :

a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan
oleh PT. MATRATAMA GRAHA MULIA sebesar Rp. 82.488.000,-(Delapan Puluh
Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah
Nama Perusahaan : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Alamat . JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban
Gondokusuman Yogyakarta

NPWP  31.577.871.2-541.000

Harga Penawaran : Rp. 82.488.000,-

Harga Negosiasi  : Rp. 82.356.000.-

Demikian Berita acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik
[Imu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Semarang, 17 Maret 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA PIP Semarang

i

ARUDIN SUKMAWATI ~ WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL S.SIT.. MT
Direkturt Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001




EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN BELANJA PERJALANAN - BLU
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021
N NAMA PERUSAHAAN e _ 5 ' ) SY"‘R.'_‘T'SYARAT ?SMWARAN ) KETERANGAN
. 1 2 i 4 5 s | s¢ | sn | sk | sF 56
1 |PT. MATRATAMA GRAHA MULIA + + + + + + + + + + -+ LULUS
KETERANGAN : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG
1.  SURAT PENAWARAN
2,  JADWAIL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)
3.  SPESIFIKASI TEKNIS
4, RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5.  DOKUMEN KUALIFIKASI
A.PAKTA INTEGRITAS WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, 8. Si., M.T.
B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FPembina (TV/a)
C. FOTOCOPY SIUP NIP. 19760526 200502 2 001

D. FOTOCOPY TDP

E.FOTOCOPY NPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan
+  :Ada = LULUS
- :Tidak Ada = TIDAK LULUS
+  :Ada, Tidak Memenuhi = TIDAK LULUS




EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTORSATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN BELANJA PERJALANAN - BLU
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021
OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) C “RAB PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
' | o - ' | - HARGA([Rp) HARGA SAT. |PROSENTASE TOTAL HARGA
Mard Tipe Room/Meeting Jiinlah P Furnlzh Matam ] - g . KETERANGAN,
ho SRS | e | SumENEERN TTOATGAN | - JUMLAH (Rp) . (%) =, [ (Rp)..
1 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential single 3 3 900,000 £.100.000 500.000 100% WAJAR 8.100.000
2 21-24 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 24 3 735.000 5$2.920.000 734,500 100% WATAR 52.884.000
3 21-23 Marct 2022 Fullboard residential single 1 2 900.000 1.800.000 900,000 100% WAJAR 1.800.000
4 21-23 Maret 2022 Fullboard Residential Twin 6 2 735.000 8.820.000 734.500 100% WAJAR 8.814.000
s 21-23 Maret 2022 Fullday Meeting 18 2 305.000 10.980.000 302,500 99% WAJAR 10.890.000
JUMLAN §2.620.000,00 §£2.488.000,00
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENAWARAN Rp82.488.000
PIP SEMARANG
KOREKSI R}82,488,000
’Q @E g SELISIH Rp0
WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL, 8. Si., M.T. TERHADAP HPS “Rp132.000
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001 PROSENTASE 0,16%




KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN BELANJA PERJALANAN - BLU
PEKERJAAN PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022
OWNER ESTIMATE (OE)/ HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB PT, MATRATAMA GRAHA MULIA NEGO
g N " Jumlsh o HARGA (Rp) HARGA (Rp) "HARGA (Rp)
NO Hari “Tipe Room/Mectin Jumlah Pox' - e ‘ - —
e o precaRteine. W) Malam SATUAN _ JUMLAH SATUAN JUMLAN SATUAN JUMLAH
1 21-24 Maret 2022  |Fullboard Residential single 3 3 900.000 £.100.000 900.000 £.100.000 $00.000,00 8.100.000
2 21-24 Maret 2022  [Fullboard Residential Twin 24 3 735.000 52.920.000 734.500 52.884.000 734,000,00 52,848,000
3 21-23 Maret 2022  |Fullboard restdential single 2 900.000 1.800.000 900.000 1.800.000 900.000,00 1.800.000
4 21-23 Maret 2022  |Fullboard Restdential Twin 6 2 735.000 £.820.000 734,500 8.814.000 734.000,00 8.808.000
5 21-23 Maret 2022  [Fullday Meeting 13 2 305.000 10.980.000 302.500 10.850.000 300.000,00 10.800.000
JUMLAH 2.620.000,00 $2.488.000,00 §2.356.000,00
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENAWARAN Rp82.488.000 PENAWARAN Rp82.356,000
PIP SEMARANG
KOREKSI Rp8§2.488.000 KOREKSI Rp82.356.000
- SELISIH Rp0 SELISTH Rp0
WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL, §. Si., M.T. TERHADAP HPS -Rp132.000 TERHADAP HPS -Rp264.000
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 260502 2 001 PROSENTASE -0,16% PROSENTASE -0,32%




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
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BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR . PL.102 /54 /3 /PIP.SMG-2022
TANGGAL . 17 Maret 2022
PEKERJAAN . Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Ll ]

Pada hari ini dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. MATRATAMA GRAHA MULIA telah memasukkan penawaran
untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran
(PIP) Semarang Tahun 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 82.488.000,-
harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran
adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 8 (delapan) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, ini dibuat dalam

rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TANDA — TANGAN

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, W
S.SIT., MT |

Penvedia Barang/Jasa

1. NUNGRUDIN SUKMAWATI PT. MATRATAMA Y
GRAHA MULIA sWwigs-|




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN &

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG et e
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529

SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : Www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 /54 /3 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 17 Maret 2022
PEKERJAAN . Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE . Rp. 82.620.000,-
. DOKUMEN ! JANGKA WAKTU
NO. | NAMA - HARGA ;
PERUSAHAAN PENAWARAN SURAT PELAK-
11231415 PENAWARAN | SANAAN
PT. _ )
. |MATRATAMA |+ +|+|+|+| Rp 82488000 | J%Hari s
GRAHA MULIA |

+ : ada
- : tidak ada
KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
- Metodologi Pekerjaan
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
- Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas

5. Formulir Isian kualifikasi
Semarang, 17 Maret 2022
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PT. MATRATAMA GRAHA MULIA PIP Semarang
NUNBREDIN SUKMAWATT WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL, S.SIT., MT
'O Direktur | Pembina (I1V/a)

NIP. 19760526 200502 2 001




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN &

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG e o e
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62)024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529

SEMARANG (62) 024-8311528 | Email - info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : WwWw.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari . Kamis

Tanggal ;17 Maret 2022

Pimpinan rapat . Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Acara . Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Paket Meeting Review dan
Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun
2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO NAMA TANDA TANGAN

| | WAHYU PRASETYA SER) :
" | ANGGRAHINI, S.SIT., MT ' ’
I | | i
Penvedia Barang/Jasa

|

No ‘ Nama | Perusahaan

—

I. | NUNGRUDIN SUKMAWATI | ETR p’:ﬁ? &ﬁ{?ﬁ“‘

] |




DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL, LAYANAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI, LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, REVIEW AN
EVALUASI TARIF BLU, BELANJA PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI
TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
J1. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW. 006 Terban
Gondokusuman Yogyakarta
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Nomor . $&Yo /B Sm (W [2022 Semarang, 17 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth. :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di

J1. Singosari 2A Semarang
Perihal : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor:
PL.102/53/6/PIP.SMG-2022 tanggal 16 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan
saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU sebesar Rp. 82.488.000,-
(Delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 8 (delapan) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat
Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan
sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUNGRUDINSUKMAWATI
¢ General Manager |

JI. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888
E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

H swiss-belnorel inTernaTional
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SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN 2022
Hari Jumlah Pax Jumlah Malam
1 | 21-24 Maret 2022 3 3
2 | 21-24 Maret 2022 24 3
3 | 21-23 Maret 2022 1 2
4 | 21-23 Maret 2022 6 ¥
5 | 21-23 Maret 2022 18 2
Jumlah 52

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

RUDIN SURMAWATT
¢ General Mzinagerl .

JI. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888
E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

H swiss-belnorel inTernaTional

e (- .
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YOGYAKARTA

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN 2022
- T ‘ - -
PEKERJAAN | | |2 | 3| 4 5161718

1. | Kontrak Efcktif
’ Tahap

* | Perencanaan Jangka Waktu

Pelaksanaan Pekerjaan
Selama 8 (Delapan)

3. | Tahap Pekerjaan Hari Kalender
4. | Selesai

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

NUNGRUDIN'SUKMAWATI
_¢ General Manager |

JI. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888
E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

H swiss-belnotel inTernaTional
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YOGYAKARTA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN 2022
No Hari Junidh | dugush Harga Satuan Jumlah
Pax Malam
1 | 21-24 Maret 2022 3 3 900.000 8.100.000
2 | 21-24 Maret 2022 24 3 734.500 52.884.000
| 3 | 21-23 Maret 2022 1 2 900.000 1.800.000
4 | 21-23 Maret 2022 6 2 734.500 8.814.000
5 | 21-23 Maret 2022 18 2 302.500 10.890.000
Jumlah 52 82.488.000
Terbilang: Delapan puluh dua empat ratus delapan puluh ribu rupiah

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

N

DIN SUKMAWATI

TUUTARARTA

¢ General Manager \_ )

JI. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888
E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

H swiss-belnorel inTernaTional




DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL, LAYANAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASIL LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASIL REVIEW AN
EVALUASI TARIF BLU, BELANJA PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN
EVALUASI TARIF BLU

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
JI. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW. 006 Terban
Gondokusuman Yogyakarta
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YOGYAKARTA

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; NUNGRUDIN SUKMAWATI

Jabatan : GENERAL MANAGER

Bertindak untuk : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

dan atas nama

Alamat : JL. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 Terban Gondokusuman
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte
Pendirian Nomor 15 tanggal 19 Maret 2012 oleh Notaris Bong Hendri Susanto, S.H. di
Yogyakarta.

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I,

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar
Hitam;

Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

JI. Jend. Sudirman N

Telephone: +62-274 2921 &

mile: +62-z
E-mail: resvsqyo@ ss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

‘1 swiss-belnoTtel inTernaTional
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YOGYAKARTA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUNGRUDIN SUKMAWATI

No. Identitas © 3471136608760002

Jabatan : General Manager

Bertindak untuk : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

dalam rangka pekerjaan Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU dengan ini

|
\
dan atas nama
|
| menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ;

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi
KKN di dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, |7 Maret 2022

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

f""“z f—-‘f..up' "’"‘4 '!""T '.'f;
NUNGRUI WATI

~6 General Manager [

JI. Jend. Sudirman No. 69, Yogyakarta, Indonesia
Telephone: +62-274 2921 888 | Facsimile: +62-274 2923 888
E-mail: resvsqyo@swiss-belhotel.com
www.swiss-belboutiqueyogyakarta.com

H swiss-belnorel inTernaTional




A. Data Administrasi

1. Nama (PT/CV/Firma/

PT. MATRATAMA GRAHA MULIA

Koperasi)
2. Status v | Pusat Cabang
3. Alamat JI. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW 006
Terban Gondokusumo Yogyakarta
No. Telepon 0274 2921888
No. Fax 0274 2923888
E-Mail resvsqyo@swiss-belhotel.com

4. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax
E-Mail

J1. Jenderal Sudirman 69 RT. 030 RW 006
Terban Gondokusumo Yogyakarta

0274 2921888

0274 2923888
resvsqyo@swiss-belhotel.com

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha
2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

C. Izin Lainnya

1. No. Tanda Daftar Perusahaan
2. Masa berlaku

3. Instansi pemberi izin




D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

E. Pengurus

E

¢. Nama Notaris

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
a. Nomor Akte
b. Tanggal

15

19 Maret 2012

Bong Hendri Susanto, SH

2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akte
b. Tanggal
c. Nama Notaris

1. Pengurus Utama /Pengurus Cabang (CV)

No. Nama No. KTP- Jabatan dalam Badan Usaha
1 SIUKM‘UI“}Eﬁﬁ 3471136608760002 | General Manager
2. Direksi/Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan
Usaha/Kemitraan
1
2

Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma)
No Nama No. Alamat Persentase
' KTP
1
2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

31.577.871.2-541.000

b. Bukti
terakhir

laporan Pajak Tahun




c.Bukti Laporan bulanan (tiga
bulan terakhir):
1) PPh Pasal 21; : | No. tanggal
2) PPh Pasal 23; : | No. tanggal
3) PPh Pasal 25/Pasal 29; : | No. tanggal
4) PPN : | No. tanggal
d. Surat Keterangan Fiskal (sebagai | : | No. tanggal
pengganti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

: Tahun
Tgl/bln/thn | 110gkat | Jabatan | Pengalaman | o oo | gorifikat
No | Nama 4 Pendidik | dalam Kerja .
lahir an ekeriaan b} keahlian /
peker Tjazah
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
. Kapasitas .
. :Tems atau | Merk | Tahun | Kondi : Buk.t].
Fasilitas/Perala X Lokasi | Kepemilikan|
No. Jumlah | output | dan | pembuat sl
tan/ . o Sekarang [ /Dukungan
pada saat| tipe an (%)
Perlengkapan ini Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9




L Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang
yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

Pemberi Tugas/
Pejabat

Tanggal Selesai

Nama Sub Pembuat KAtk Menurut
No. | Paket Bidang | Lokasi Komitmen
Pekerjaan | Pekerjaan BA
Nama Alaat’] Nl Nilai | Kontrak | Serah
Telepon | Tanggal -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan//Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor
Tanggal
Nama Bank

Rekening

: PT. Bank Negara Indonesia

: 6878899888




Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi
berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara
perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

PT.MATRATAMA GRAHA MULIA

ETERAI
TEMPEL
51AJX613946484 1 17

NUNGRUDIN SUKMAWATI
Direkturk




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
VKAN

BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG it Y e

8 JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529 _
SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : Www.pip-semarang.ac.id
—

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : LAYANAN  MANAJEMEN  KINERJA  INTERNAL,
LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, LAYANAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, REVIEW DAN
EVALUASI TARIF BLU, BELANJA PERJALANAN

PEKERJAAN - PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN
EVALUASI TARIF BLU
LOKASI . JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/'TANGGAL . Kamis, 17 Maret 2022
NAMA & ‘;
NO PERUSAHAAN/ALAMAT JAM TANDA TANGAN ;
JABATAN !

|

l. PT. MATRATAMA GRAHA MULIA NUNGRUDIN

JI. Jenderal Sudirman 69 RT 030 RW 006 | SUKMAWATI | 13.00 WIB /ﬁ e
Terban Gondokusuman Yogyakarta /Direktur y .

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG |

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S. Si., M.T.

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001




PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK r 34711L3b6087L0002

Nama  NUNGHUDIN SUKMAWATI
Tempat/TgiLahw - YOGYAKAHTA, 26-08 1976
Jens Kelamin ' PEREMPUAN CotDaah - AB
Alamat  WAHUNGBEOTO UM A/34 B

RTRW Q27 /007
KelDesa ' WARUNGBO1O
Kecamatan  UMBULHARJO

Agama ISLAM

Status Perkawnan KAWIN

Pekernaan KAHYAWAN SWASTA

- Kewarganegaraan. WNI
Berlal Hingga 26-08 2017




-




Yogyakarta, 02 February 2017

No : UGM/4.1/048/SKBI2017
Hal . Surat Keterangan Bank

Kepada :
Rekanan
di
Tempat:

SURAT KETERANGAN BANK

Atas Permintaan : PT. MATRATAMA GRAHA MULIA
Beralamat/berkedudukan di  : JI. Jendral Sudirman No.69 Terban Gondokusuman
‘Yogyakarta

Dengan ini kami menerangkan bahwa PT. MATRATAMA GRAHA MULIA adalah
Nasabah kami pemegang Rekening No.6878899888 sejak tanggal 20 Mei 2016.

Keterangan Ini kami berikan kepada Saudara atas permintaan yang befsangkutan untuk
keperluan Melengkapi Syarat Administrasi.

Dan karena itu tidak mengikat kami bila surat keterangan bank ini dipergunakan tidak
sebagaimarna mestinya.

/::ET Bank Negara Indonsesia (Persero) Tbk.
Ny Ka;i'br\Cabang UGM

5 ‘;.Tl'*r- ¥ ry
“-a.;' ’ ‘Hes[u Wiagd
M—F’emlmptn Bidang Layanan

PT. Banh Nogara indhessaie (Paesera Tes
Vondur Cobong US4 Yoorsa

A Parsslusn, Bk Yo pseagity
ey e |
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Menimbang :

[ Méngingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Daftar Persercan Nomor AHU-0030996.AH.01.09.Takun 2012 Tanggal 12 Aprit 2012

VL I A I/”I SAAAN T L L L

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

: Mengzsahkan badan hukumn. PT. MATRATAMA GRAHA MULIA, berkedudukan di

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. &

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor; AHU-18592.AH.01.01. Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

balwa sételah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model 1
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akia Nomor 15, tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat
dan disampaikan oleh Notaris Bong Heéndri Susanto, SH dan diterima pada tanggal 28 Maret
2012, telah memenuhi svarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Tahun- 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 fentang Tata Cara
Pengajuan:dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 20i1 Nomor 96);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Eselon 1 Kemediterian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak .Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan’ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Nomor

" M.HH-02.AH.01.Gl Tahun 2009 tentarig Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahari Anggaran Dasar, Penyampaian
Femberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Yogyakarta - Kota Yogyakarta karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Mode! 1 yang
disimpan di dalam-darabase Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta. Nomor 15,
tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Bong Hendn Susanto, SH berkedudukan di
Kotairiadya Yogyakarta.

Apzbila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana imestinya.

Ditetapkan di Jakaita.
Pada tanggal 12 Aprii 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR, AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. _
NIP. 19581120 198810 1 001
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AKT2A PERDIRIAN PERSEBHEH.TﬂﬂﬁﬁiAS'
PT. HMATRATAMA GRAHA MULIA -

Nomor : 15

,/’//’f/

Peda hari ini, Senin tanggsl 15-03-2012
{Sembilan Eelas Marst Dua Ribu Dua Belas) Pukul
106.00 {Sepulub) Waktu Indoneais Barat, ;datang
menghadap kepads saya, BDEG HEHEDRI SUSARTO,
SARJANA HURKUM, Notaris di Yogyvakarta, dengan
dihadiri 2 {dua} orang s=saksi akta yang nama-
namanyg akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini i--———-—- e e e e
1. Tuan TJHih- TJORG LIENH, dilahirkan di
Temanggung, pada tanggal 22-12-1944 {Dua
Puluh Dua Desember Seribu Sembilasn Ratus
Empat Puluh Empat), ©FPedagang, bertempat
tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 25,
Rukun Tetangga 001, Rukun VWargsa ¢601,
EKelurahan Jampirogso, Kecamatan Temanggung,
Kebupaten Temanggung, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan 33.23.03.221244,.0001, VYaraea

Negara Indonegia, yang pada 3aat ini untulk

sementara waktu berada di Yogyskarta.--———---

2. Twan TJHIE TJONG GIONG, dilahirksn di

Temanggung, pada tangogal 18-02-1846 (Delapan

Belas Februari Seribu Sembilan Ratuz Empat

:‘.\
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BONG HENDRI SUSANTO, SHy
YOG—YAKAR’TA Jalan Suyoto Nomor 5, Rukun Tetengga 00§,

Puluh Ensm), Pedagang, bertémpat tinggal di

Rulun ¥arga 001, Kelurahan Jampiroso,
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan
33.23.03.08024€.0002, Warga Nééﬁfaxiﬁdéﬁesia,
yang pada saat ini untu¥ sementare  waktu
berada di YogyaKarta.-————————meecaooommno
. Tuan CHANDRA PURRAMA, dilahirkan di

Ll

Temanggung, pada tanggal 28-11-1948 {Dua
Puluh Delapan Nopember Seribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Delapan)}, Pedagang, bertempat
- tinggal di,galan Wolter HMonginsidi 48, Rukun
Tetangga ooé, Rukun V¥Warga 001, Kelurshan
Jampirosc, Kecamatan Temanggung, Kabupaten

Temanggung, Pemegang Nomor Induk Kependudukan

\ .
' 3323032811480001, Warga Negara Indonesia,
vang pada saat ini uptuk sementars waktu
berada di Yogyakarta.—————~———— e
4. Tuan HARTARTO/TJHIER TJOHEG THAY, dilshirkan
di Temanggung, pada tanggal 06-01-1953 (Enam
Januari Seribu Sembilan Ratua Lima  Puluh
Tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Haji Agusg Salim 11, Rukun Tetangga 005,
Rukun Werga 001, EKelurahan Temanggung 1,

Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,

Pemegang Nomor Induk Kependudukan

. \
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33.23.03.060153.0001, Varga Negara Indonesis,
yang pada saat ini untuk sementara waktu

berada di Yogyakarta.--------—s—------—----=<

. Tuan  TJHIER TJORG JEN, dilahirkan di

Temanggung, pada tanggal 01-08-1856 ({Satu
Agustus Seribu Sembilan Ratus Lima Pulub
Fnam), Pedagang, bertempat tinggal di Jalan
Dipenegoro Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan(Temanggung 1, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temangoung, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan
33.23.03.010856.0001,  Warga Negara Indonesia,
yang pada 3sat inii untip mementara waktu
berada di fégyakarta. —————— S e e
Para penghadap bertindak untuk diri sendiri
dan dalam kedudukannva sebagaimana tersebut
digtas, dengan tidak mengurangi dizin dari
vang berwenang, telah sepakat dan 3etuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan
Terbhataz dengan Anggaran Dasar 3Sebagaimana
vang termuat dalam akta pendirian ini {untuk

gelanjutnya cukup disingkst dengan "Anggaran

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. MATRATAMA

GRAHA MULIA (selanjutnvea dalam Anggaran Dazar

kel
-

\
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//’,,,,/

ini. cukup  digsingkat dengan Perseroan),
berkedudukan di.Ybeakarta—Kbta Yogvakarta;--
2. Perserosn dapat membuka cabang atau
perwakilan di tempat lain baik didalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesgis
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan

peraetuiuan Dewan Romisaris.,---—-————cemmnos

Persercan ini didirikan untuk janoka waktu tidak

terbatas. -——----—mmom

mommSm s e PESAR] 3 e
1. Maksud dan tujuan perseroan ini adalah
menjalankan usaha dalam bidang Pariwisata.—--
2.Untuk mencapal maksud dan tujuan  terashut
diatad persercan dapat melaksanakan kegiatan
usaha yaitu USAHA PENYEDTAAN AKOMODASI berupa
PERHOTELAR ; s e

SesEa e e Haag] g et
1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlsh Rp.
5.000.000.000 {Lima Milyar Rupiah), terbagi
ata3 5.000 (Lima Ribu) lembar saham, masing-

masing asahem bernilai nominal sebesar Rp

\

1.000.000 {Satu Juta Rupiah} ,—-———r————me—mmee

.;_.‘_m_.,‘.




’NQTARIS&PPAT 2. bari modal dasar terssbut telah ditempatkan
BONG HENDRI SUSANTO, SH. : 4

: dan disetor 25 % (Dua Puluh Lima Prosen) at
YOGYAKARTA e (B BRiule & en) atau,

sejumlah 1.250 (Seribu-Dua Ratus Lima Puluh)
lembar Ssham dengan inila:L nominal seluruhnya
sehesar Rp. 1.250.000.000 {Satu HMilyer Dua
Ratus Lima Puluh dJuta Rupiah), oleh para
pendiri yang telah mengambil bagian 3aham
den rincian sérte nilsli nominal saham vang
disebutkan pads skhir akts,------—-=-=- e
3. Saham  vang masih dalam simpanan  aksen
dikelusrkan oleh Persercan menurut keperluan
modal Perseroan, dengan persstujuan Rapat
Umum Peméga\ng Saham.—-—-———————; ———————————————
Para peme,g-;ing gaham vand namanya tercatat
‘dal-anj Daftar Pemegang Saham -mempunvai hek
terlebih dahulu untuk mengambil bagiasn atas
saham yang hendak dikeluarkan dalam Jjangka
| 1 waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggsl

penawaran dilakukan dan masing-masing

1

‘ pemegang agham berhak mengambil bagian
seimbang dengan jumlah saham yang mereks
niliki ({proporsional) baik | terhadap sdham
yvang menjadi bagiannya maupun terhadap B=3ise
saham y%mg tidak diambil ¢leh pemegang sahanm
lainnya.-—-——---——-—-————s—mm———— ———— ;

Jika 3etslah lewat jangka waktu penawaran 14

{empat belas) hari tersebut, ternyata masih
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ada sisa ssham yang belum diambil bagian maka

.~Direksi berhak menswarkan sisa saham terssbut

‘kepada -Pihek Ketige.-—-=r——covmmmmm oo

Semur saham vang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama.-—-—+-—-----———————_
Yang boleh memiliki dan mempergunekan hak

gtas suatu zaham adalah VWarga Negara

. Indonegia danfatau badsn hukum Indonesig.-~--

Bukti pemilikan asham dapat berupa surat
L e
Dalam .Perserdan tidak menerbitkan aurat

N
gaham, pemilikan saham dapat dibuktikan

dengan surat keterangan atau catatan Yyang
dikeluarkan oleh perseroan.——-——————————r——~w-
Jika dikeluarkan surat saham, wmaka untuk

getiap saham diberi sehelai surat 3aham.---

. Surat  Kolektif saham dapat dikeluarkan

isebagai buktli pemilikan 2 ({dua) atau lebih

saliam yang dimiliki oleh 3eorang pemegang

. Pada SUrat gaham harus dicantumkan

SERUPBNIOYA -—————— ————-—mmroeeo e
a. HNama dan alamat pemegang asham;----+-----
L. Homor surat Saham) —————m—mmeesmma— e
L- Hilai nominal saham; —c-———=—mmmmm oo

\
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~

d. Tanggal pengeluaran surat saham;-—--------
8. Pada surat HKolektif saham 3skurangnya harus

dicantumkan i-—---——=-———-mmooo oS —m———— e

c. Nomor surat Saham dan jumlah saham;-------
d. Nilai nominal saheam; ---------—--—==——r-———-
e, Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.--
9. Surat saham dan surst kolektif =a&ham harus

ditandatangani oleh Direksi.-----—————-——-—-

e PENGGANTI SURAT SAHAM —-———-——---

i1, Jika surat saham rusak atau tidsk dapst
dipakal, m;ka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan 3uratc
gsaham pengganti, setelah surat saham yano
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
diserahkan kembsli kepada Direksi.---—-——--——-
2. Surat 3aham sehagaimana yang dimaksud ayat
| {1} harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara
oleh Direksi untuk dilaporkan dalsit Rapat
Umum Pemegand Saham berikutnya.---—------——-
3. Jika »sBurat saham hilang, atas permintasn
merela vang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti setelah

b

menurut pendapat Direksi kehilangan tergebut

cukup gdibuktikan dan dengan jaminan dipandang

—
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perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
KNUBUS, m———— = ——m—mmm S S —————
Setelah. suraet saham pengganti dikeluarkan,
surat saham vang dinyatakan hilang tersebut,
tidak berlaku lasgi terhadap Persercan,-------
Semua biava, = vang berhubungan dengan

pengeluaran surat sahawm pengganti, ditanggund

Ketentuan sekagaimana dimaksud pada avat (1),
ayat ({(2), avat (3}, ayat (4) dan ayat (5)
rmitatis mutandis berliaku bagli pengeluaran

aurat kolektif saham pengganti.---—-—--=--—-~--

———~~—---~ PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAY -------=-

mem—mmem——me————e—— Pagal 7 ---—m—m e

Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan

_akta pemindahan halk yang ditandatangani eleh

yang memindahkan dan yvang menerima pemindabhan

atau kussanya yang sah.-------———-——-——---ooos

. Pemegang asham yang hendak memindahken hak

atas saham, harus mepawarkan terlebih dshulu
lrepada pemegang-aahéﬁ lain dengan menyebutkan
harga  gerta .. pergyaratan - penijualan dan
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
tentang penawaran tersebut.Dalam waktu 30

(tiga puluh) hari sejak penawaran, para

pemegang , sahem lainnya dapsat menyetuiui

pemindahan hak, dengan ketentuan apabils

\

-y
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telgh lewat égktu 30 (tigae puluh) -hari
ternyata sahan yang gitawarkan tidak
disetujui pemindahan haknya - oleh pemegang
szham iainnve, aaham tersebut dapat
ditswarkan kepada pihak ketiga yang disstojud
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.--—~----~s-r--
Pemindashan halt -atas 3aham harus meﬁdapat

pergetujuan darl instansi yang berwenang;

jika paraturan perundang-undsngan
mengvaratkan hal terzebut, —---rerem—o st
Mulai Thari panggilan Rapat Umum Pepmegang

Saham sampai dengén hari dilaksangskan Rapat
Unitam Pemegang Saham pemindahan hak ataz =aham

tidak dlperkenankan.——~—*ﬂ——~~—————————————-—'

. Apabila karena warisan, perkawinan atau sgebab

lain =aham tidak lagi menjadi milik Waraa

Negara indoneaia atau badan hukum Indonesia,

maka dalam Jangka waktu 1 (satu) tahun orang
atau hahan hukqm.tersebut walib ﬁmmlndahkaﬁ‘
hak atas sahamnya kepadé Varga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, s3ez3uai

ketentuan Anggaran Dasar.-=--~--~=c-———- B

——————————— RAPAT UMUM PEMEGANG .SAHAM -—--—---
Trmmm T — oo f‘Tf"*‘PaSEl B mim etk s e 1

Rapat. Umum Pemegang Saham yang selanjutnye
disebut RUPS sadalah: AT B L .

&, BUPS tEhUnan, —m--——rrmmm e m e m s e e
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©. b, RUPS; leinnya, yang dalsm Angdaran Daaar ini
digebut juga RUBS. luar bhissg,---—--———- e T
2. Istidlah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
¥eduanya, vaitu RUPS Tahunan dan RUPS 1luar
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. Dalam RUBS Tahunan :—;— ——————————————————————
a. Direksi menyvampaikan :-------—- e ———— e
¢ Laporan tahunan vang telah ditelaah cleh
Dewsan Komiggrig untuk nendapat
pergetujuan Rapat Umnum Pemegang Sahanm; ——

0 Lapcoran keuangah untuk mendapat

REN@e3aha8Nn LApaT, ——-r—~————m e
b.Dite;apkaQ penggunaan laba, jika Perserocan
mempunyai saldo laba yang positif;----~——-
¢. Diputuskan wmata acara RUPS lainnva vyangd

telah diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar., --—--
g, Pera:pujuan laporan tahunan . dan pengessahan
lsporan keuwangan oleh RUPS tshunan berarti
menmberikan pelunasen dan pexbesbasan tangguag
lgweb sepenuhnya kepada angaota Direkai dan
Dewan | Komizaria atas peEngurusan dan
pengawasan yvang telah dijalankan selama tahun
buku wvyang. lalu, sejauh tindakan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Kl RgE, ~— =i S e e i e i i

\
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8.

RUPS luar biasa iapat diselenggarakan
sswaktu-waktu befdagaékan kebutuhan untuk
membicarakan dan memﬁt@skan mata 8Cara rapat
kecuasli mata scara rapat yang dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan

memperhatikan peraturan Perundang-Undangan

gerta Anggaran Dasar.--———-----~-"--------ooe-

———=—- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN ----—-

. RUPS diadakan di tempst kedudukan psrserean

atau ditempat kégiatan ugahanya vang utama
Pergsergan; ———-mmmsm—r e mmm s
RUBS diéelenggarakan dengan melakukan
pemanggilan terlebih dshulu kepada para
pemegang szham dengan surat tercatat dan/atau

dengan iklan dalam 3urat ksbar--------------

. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari gebelum tanggal RUPS diadakan

dengan tidak memperhitunglan tanggal

. RUPS dipimpin cleh Direktur Utama!-—-———=r——=--

Jika Direktur  Utama tidak ada atau
berhalangan karena gSebab apapun yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga PRUPE

\
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6. Jike Wakil Direktur Utama atau wakil Presiden
Direktur. tidak ada atsu bérhalangan karena
gebab apapun yang tidak perlu dibulttikan
kepada -pihak ketigs RUPS dipimpin &ieh ssalah
seorang Direltur yang ditunjuk oleh Direktur
Utama atau wakil Direktur Utamag;-~—---———-—-—-
7. Jika gemus  Direktur tidak bhadir a&atsu
berh&langan karena sebab apapun vang tidak
periu dibuktikan %epada pihak ketiga RUEBS

dipimpin c¢leh. salah =ecrang anggota Dewan
Y

- 8. Jika semus anggota Dewan Komisaris tidak
hadir‘!atau berhalangan karena sebab apaun
vang tidak xberlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, . RUPS dipimpin oleh seorang vang
dipilih c¢leh dan disntara mereka yang hadir
dalaﬁ'nﬁpat.-r:w-————-——-~—~~—~——————————-*—-

------ KUORUM, HAK SUARA, DAN, KEPUTUSAN --———--

—-——---~~—~ RAPAT UMUM PEMEGABG SAHAM ---——- e ———
e S Pagal 10 -~
1. RUPS. daepat dilangsungkan apabila kuorum
kahadiran gebagaimansa digyaratkan dalsm

Undang-undang tentang Persercoan Terhatas

2. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukﬁn dengan surat tertutup vang tidak

ditandatangani dan nmngenai hal lain secara

_\
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lisan, kecuali apabila ketuaukﬁﬁﬁ-ﬁé%éﬁtukan
lain tanpa =&da kéﬁera;&n dari pemegandg Saham’
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sﬁham:——

I blankoc atau tidak sah,

3. Suara surat yang

dianggap tidak ada dan tidgk dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalampRUPS.————;~———;———~-—»f~~—~————e—~*~+k—
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdssarkan
muﬂyéwarah‘ untuk mufakat atéu berdasarkan
suarsa getuiu | dari jumlalh guara  yang

dikéiuarkah dalam Repat Umum Femegang Saham

3ebagaimana ditentuken dalam Undang—Undang,—4

DIRERGT

- i i e i

Pasal 11
1. Persercan diurus dan dipimpin olsh Direksi
veang terdiri daxi 2 (dua) atsu labih Anggota
Direkad.——————————m—mmmmmm e -
2..Jikﬁ .diangksat Il&bih dsri SQQEﬁng Diraktur,
| maka | georang | diantarﬁnyé dapat diaﬁgkat
sebagai Direktur Utama,--—-=r=-m-—s-mmosmome
3, Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umumn
Pemeg?ng Saham; I 7

masing-masing untuk Jangka

waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi

hak Rapat . Umum  Pem=gang Saham UHUtg
nemberhentikannya sewaktu—wﬁktug————4———~~~~J
4, Jika oleh sesuatu 3ebab apapun jabatan
seprang atau lebih ateu  semua gnggdté

T
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Direksi. lowong, . maka dalaﬂ{ 5angka waktu 30
{tiga . puluh) hari sejak terjadi lowongan,
harus 7 di- . selenggarakan Reépat Umum Pemegang
Saham - urituk mengisi lowongen itu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-

Undangan dan Anggaran DAasar. ———————— oo

. Jika oleh - suatu. gebsh g&papun Jjuga =emun

Jjabatan anggota Direksi lowong, untuk
sementara Persercan diurus oleh gnggota Dewan
Komisaris vang ditunjuk oleh rapat Dewan
Komizaris, —-t-3=————oe e
Anggota ‘Direksi. berhak mengundurkan diri dari
jebatannya  defigan  memberitahukan  sacara
tertulis.k;pada Perzerdan sekurang-kurangnya
30 . {tiga - puluh) hari  aebelum tanggal
pengunduran-ditinya. ~—-~e-———= e
Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :1--—--~

8. meéngundurkan ‘diri gesuai ketentuan ayat

b. tidek lagi -memenuhi perayaratan peraturan

Perundang - Undangan; ——~-—-——— oo __

€. meninggal dunia;~--—~—————cmmme—— S
d: diberhentikan - berdasarksn keputusan Rapsat

Umum Pemegang Saham. ——————m-ommmem ———

~===<----~ TUGAS DAN WEWENANG DIRERSI —-—---—
e el = -1 U - O '
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BONG HENDRI SUSANTO, SH -
YOGYAKARTA |
. : , 1 dalam - segala kejadian, mengikat Perseroan

diluar . Pengadilan tentang aegala hgl dan

) dengan pihak 1sin dan pihak lain dengan
Dersercan, gerta menjalankan segela tindskan,
kaik  vang mengenai kepengurusan  maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pemnbatasan
bahwa URTUR §==m=—=——=mmm—mmm o m e
f. meminiam .atau mer_qinjamk*an uang &t&g nama
Pergeroan (Tidek termasuk mengambil uang
perseroan di Benk);---------———————————meo-
b, mendirikan 3suatu ussha atau turnt gerta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun
di .Juar negeriy---—w~—————mm——m—m e
harus dengan Persefujuan Dewan EKomizagris.--
2.8.Direktur Utema berhak dan  berwenang
bertindak untuk dan atas namas Direk=zl zerta
mewakili PerSero@n;-—-———-~mm—m——e e
b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan -karena sebab apapun juga, Yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketigs,
L i . : . malea salah sEoran; anggota Direksi lainnye
berhek dan berwenang bertindak untuk dan

_.atas nama Direksi mewakili Perseroan; —-———-—-

R —-----—~ RAPAT DIREKSI -~——--————~---
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- Penyelenggara. -Rapat Direlsi dapat dilaskuken
Zetisp: waktu apabila dipandang perlu :--———--
-@. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ---
b. eta= permintaan. tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris; atay ~——---—-
G. ataz permintaan tertulis dari 1 {=satu)
orang atau  lebih Pemegang Saham vang
berzamg-sama . mewakili  1/10 (satu ~ per

sepuluh) atau lebih dari jumlsh seluruh

gsaham dengan hak 2UEPE: ~—=-~——~—em i
Panggilan _ Rapat Direksi dilakukan oleh
anggota Direksi vyang berhak bertindak untuk
dan atas namg Direksi menurut ketentuan Pagal
9 Anggaran Das@r ini,-—---=—m—cemm e
. Penggilan Rapat Direksi dizampaiken dengan
surat tercatat atau dengen Surat vang
aisampaikan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan mendapat tanda terime paling
lambat 3 {tigs). hari =ebelum rapat diadalkan,
dengan . . tidalk . mempzrhitungkan ténggal
.-panggilén dan tanggal Rapat.-—-=-—~c—mmm——— .
,Panggilép Eﬁgqt-}tu‘harus mencantumian scara,
- tanggal:waktu dan tempat Rapat.———-—me—-oe——oo
Rapat Diregsi_.diadakan ditempat kedudukan
-Perseroan . atau tenpat kegiatan u3aha
Persercan. Apabila semua anggota Direksi

hadir atau diwakili, panggilan terlebih

\
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dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

‘Direk=si dapat diddaken dimanapun jugsa -den

berhak mengambil keputusan yang mengikat.----
'Rapaﬁ.‘Direkai dipimpin oleh Direktur  Utama
dalsm hal Direktur Utama tidak dspst hadir
atay berhalsngan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihakX ketiga, maka PRapat
Direfsi akan dipimpin ¢&leh seorang anggots
Direkzai vang dipilih dari antars anggots
Direksi yeng hadir.---—-——=————m——rmcazmsvne—-

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

"Rapat: Direksi hanva oleh anggota Diraksi

lainnva berdazarkan surat kuasg. ~——=~—m———-
Rapat'DiteﬁBi adalah =3ah dan berhalk mengambil
keputusan-keputusan vang mengikat apabils
lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota
Direksi hadir stau diwakili dalsm rapat,----
Kepuﬁusan Rapat ireksi harusz diambil
berdasarkan mugyawarah untuk mufakat. Dalam
hal Feputugan berdasarkan musyswarsh untuk

mufakat tidak  tercapai, meka  keputusan

‘dipimbil berdasarkan suara setuiu  lebih  1/2

(=atu perdua) deri Jjumlah suara yang &ah
dikeluarkall dalal rapaD, S sssns s o o S
Apsbila =usra Vvang 3etuju dan vang tidak
getuju  berimbang, maka Ketua Rapat Difekai

yang sKan Menentukan.----—-———==—=snseemm—m————

—
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af_Sepiap.anggotavDirekﬂi vang hadir berhak
_cmengeluarkan 1 (2atu} sSuara den tambahan 1

{satu), suara untuk setiap anggota Direksi

b.Penungutan  suara mengenal diri  Orang
dilakukan dengan Surat suara TErtutup,
_tanpa . pandatangan, Sedangkan pemMungutan
suarg:amangenai ‘hal—hal lain dilakukah
secatﬁq; ligan, kecualil Katus Rapat
menentukan. lain tanpa ads keberatan dari

vang hadir; -——=-----~-—m----—oosom oo

c.Sudara blanko . dan suara yang tidak =eh
. dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

. menentukan junlah suara yang dikeluarkan.--
Direksi' dapat .juga mengambil keputusan yang
sah paﬁpa(mengadakén Rapat Direksi, dengan
ketentuan = gemus . anggota Direksi diberitahu
gecara tertulis _dan sSemua anggota Direksi

memberijan persetujuan mengenal usul yang

_diajukan, secara tertulis 3erta menandatangani

persetujuan terasbut.-----c--—osoossooo o oETEs
¥eputuzan ysng diambil dengan cara demikian,
mempgﬁyai:quqatan vang =zama dengan keputusan

yang diembil dengan sah dalam Repat Direk3i.,-

ecem—pmmmm—e—=—-s-~ DEWAN KOMISARIS ----- N

————————————————————— Pazal 14 ——~—=——=——=—————-

e e g
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YOGYAKARTA -| |+anggota - Komisaris, apabila diangkat: lebih

TA j :
w2 tizi . 4y dari seorang anggota Komisaris, maka seorang

1. Komigaris. terdiri dari seorang atau lebih

diantaranya depat diangkat sSebagai Komisaris

‘2. Yang béleh diangkat ssbagai anggota Komisaris
hanyalah Warga Negara Indonesia-yang memenuhi
persyaratan vang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-—-—--—---——--—-
_3.-Bfigdota Komisaris diengkat oleh  Rapat Umum
Pemegang Saham untuk Jjangka waktu 5 (Lima)
tahun, dengan tidak mengurangi hak deri Rapat

Urawn - Pemegang Sahem untuk memberhentikan

4. Jika .0leh suatu 3zebab jabatan anggota Dewan
‘Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tigaj puluh) hari setelah terjadinys
'lowbngan, harus diselenggarakan Rapat Umum
Peniegang Ssham untuk méngisi lowongan itu

-

'cl:eh'gép menperhatikan ketentuan syat 2 pasal

5, Seorang ‘anggota Dewan Komisaris  berhak
) ménguﬁﬁurkaﬁ diri dari jabatannva dengan
‘memberitahukan ~secara  tertulis mengehai
niaksud tersebut kepads Persercan sekurangnys
" 30 {tiga puluh) hari  sebelum tanggal

pefgundauran diplfiyd————r—s-Rinismsese s

\
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bukti lainnva,

Jabatan :anggota Komisaris berakhir apabila i-

?uﬁﬁhiiaﬂganaKﬁuarganegéraan Indonesig; ————---

;' bymengundurkan d¥ri sesuai dengan ketentuan

¢, tidédk lagi memenuhi persvaratan perundang-

-Undéngan vang berlaki; ——————————m——— e

e TR T-Y-7-% |- SR ——

Dewan Homisaris setiap waktu dalam jam keria

halaman atau .tempat lain vyang dipergunakan

. .Batau yang . dikuasai oleh Pergertan dan berhak

-kanﬁgrbﬁersgroanwperhak memazuki bangunan dan .

memeriksa . 3emua. pembukuan, a3surat dan salat

memerikaa dan mencocokkan

keadean uang kag.dan lein-lain zerta berhak

| dijalaékan oleh Direksi;---——-w—r=mmommm oo

untuk mengerahui. segala tindakan vyang telah

Direksi dan setiap anggota Direksi wejib

untuk - »menberikan penjelasan tTentang sSegala

3

hal.yang ditenyaksn ¢leh Dewan Komisarig;---

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan .

seméntara -“dan. .Perseroan tidak mémpunyai

seorangpun  anggeta Direksi maka  untuk

sementard, Dewan Komisariz diwajibkan wuntuk

1
a

B
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Av Direksi

Dalam hgl demikan Dewan

v

mengurus Perseroan.
Komisaris berhak. untuk memberllfan kelfuasaan
FeMENLara kepade ‘seorang ateu lebih diantara
anggéﬁa Dewan Komiseris atas tangguigan Dewan
T R i
. Dalam hal hanya.ada secrang sanggota Dewan
Kowisaris, segala tugas dan wewenang Veng
diber;kan.kegada.gomisaris Utama atau anggota
ini

Dewan' -Homisaris. dalsm anpggaran dasar

i e oy Sk o s i st e 2 s

berlaku pula baginya[
RAPAT DEWAR KDMIGARIS

A = ;

e e e e e e e o e e

Peaal 16

- et o s e

Ketentuan sebagsimana dimaksud dalam Pasal 13

mitatis: mutandis “berlaku begi rapat Dewan

Komisaris.
~RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPURAN TAHUHAN. -

—— i P o — o — ot et ] . e o — A i ey oy o ot e e Sy it i = e e

menyempaikan rencena kerja yang

memuat juga &nggaran tahunan Berseroan kepada
Dewan Kbmlsarls untuk mendapat perqetUJuan,

aebelum tahun-buku dimuiai.
b. Rencana keria .j_-.x_ebagalmana dimaksud pada- avat

(1} harus disampaiken paling lambat 30 (tiga

puluh) - hari- sghelum dimulainya tahun buku

yang ‘akan datang.

¢. Tahun buku ‘Perseroan berjalan dari tanggal_i

{satu) Januafi"ﬁampai deﬁgauwténggal 31 {tiga
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puluh ’‘satu) Desember. Pada | akhir bulan
Degember tiep tahun, guku Pérgeroan dinutup;
Untukﬂﬁertama kdlinya buku Perseroén gdimulsil
pada- tengoRl dari akts pendirian ini dan

ditutup peda tanggal 31-12=2012 ({Tiga Puluh

Satw Desember Dua Ribu Dua Belas) .————-—==—--

Direlsi. menyusun laporan tahunan  dan
nenyediakannya -dikantor Perseroan untuk dapat

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung

" zejak ta&nggal panggilan Rapat Unum Pemegang

;fSahéﬁitéhunang--~~a ———————————— i i i
- EEﬂGG;Um LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ~--=-
*_%F;r+?~%;-_~4% _______ *Pagal 18 —m—=r—mme e
1. Laba bersih Perzeroan dalam guatu tahun buku

geperti’  tercantum dalam neraca dan
perhitungan- laba .- rugi vang telah disahkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan

merupakan saldo -labs yang pogitif,  dibsagi

Henurut cara  penggunasnnya  yang  telah

ditentukan oleh Rapat Umuni Pemegandg Saham

tthEbut. e e T e e e e e e S—

» Jika perhitungan~laba rugi pada zuatu Eahun

bukgffménunjukkanuwkerugian yang tidak dapat

- ditutup. dengan- dana cadangan, maka Werugian

itu akan tetap dicatat dan dimasukkan‘dalﬁm-‘

pnrhltungan laba ‘rugi dan dalam tahun buku

se1an3urnya pPrserQan dlanggap tldak m&ndapat

.
B AN, M g i el RS et

FRCAE: Prbas WP TR e e g i ¢ S ey O gt nE s e b L
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y NOTARIS&PPAT .- |-7] “1sba, selama kerugian vang tercatat | dan

VY OGYAKARTA 1 | dimasukkan dslam’ perhitungan laba rugi itu

-+ : i belum 2ama Sekali CRPLHTUD, -+~ ———reescmmmaca
- o |0 —mememmmme e~~~ PERGGUNAAR CADANGAN ————--—rw=n-
e e R o e e e e M e ] Pasal Z_E'i TR T e et e e e i

-{ d.Penyisihan laba keraih untuk  cadangan
. dilakulan sampai mencapai 20 % (dua puluh
peréenj dari jumlah medal ditempatkan  dan
o ' diae?or hanys. boleh dipergunskan ﬁntuk
menutup kerugian yang tidak dipenubi oleh
cadangan 1ain, —mmmm e B e

éiaika;jumlan cadangén telah melebihi jumlah 20

T g : . % {duﬁ~;puluhfégersen}, Rapat Unum Pemegang ;
‘Sahaép dapat . . memutuskan AGAr jumiah
) 1| kelaﬁihannya digunakan bagi keperluan
PgrﬂéfOﬁﬁ.;——T““—-——————_—*F——“~*—~r"—-—*4;++

- Cad’azigan. sebagaimana dimaksud pada a_yat.;l {1}
vang . belum dipergunakan untuk  menutup
keruéian dan kelebihan Cadangaﬂ gebagaimans
diﬁaéﬁud pada  ayat {2} yang penggunaannysa
bélum< ditentukan olsh Rapaﬁ Umum,?Pamagang
Séha&ﬂharus dikelola oleh Di‘relksi dengan cara

ki

¥a&ng . tepat menurut pertimbangan Direksi,

seteﬁah m?mpéboléh peraetujuan Dewan
,Komi%aris dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba.-~-=-
—————————————— ~" KETENTUAN. PEEUTUP =----m=mmmmm
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Segala :gesustu..yang tidek atau belum cukup

.diatur ;dalam ZAnggaran Dasar ini, akan diputus

dalam Repat Umum Pemegang Saham,-~---———-— i

- Akhirnys para penghadap bertindak dalam

|- kedudukannya, sebagaimans tersebut diates

menerangkan bahwa .i-a=~——mmmmmm
1. Untuk pertama kslinya telah diambil bhaglan
dan disetor penuh dengan uang tunal melslui
kas Persercan ssjumlah 1.250 (Seribu Dua
Ratus Lima  Puluh) lambar sahan atau

aeluruhnys dengan nilai nomifal Rp

Puluh Juta Rupiah) vaitu oleh para pendipi:--
"s ‘Tuan- TJHIN TJORG LIER, tersebut sebanyak
250 | {(Dua Ratus  Lima Puluh) lembar saham
‘dengan’ nilei nominal atau sebesar Rp.

250.000.080 (Dua Ratus Lima Puluh dJuta

* Tuan TJHIN TJONG GIDEG, tersebut sebanyak

250 {(Dua Ratus Lima Puluh) lembar saham

déﬁganf nilsi nominal atau sebesar Rp.
250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta

-

o S ——

. Tuaﬁ'CHAHDRA,PURHAMA, tersebut 3ebanvak 250

1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima

(Dua;Ratus Lima Puluh) lembar saham dengan

D R

R
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"niiai nominal atau sebkezar Rp. QSD“DQQ,DGB

+{Dila Ratus: Lima Puluh Juta Ruplah),——~v——¥:

Tan HARTANTO/TJHIEN TJONG THAY, tersebut

sebanyak 250 {Dua Ratus Lima Puluh) lembar

ggham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.

" £50.000.000 {Dua Ratus Lima Pulubh Juta

Tuan TJHIER TJONG JEE, terssbut sebanyak

ésq {Dua Rétus Lima Pultth} lsmbar =saham

dengen nilai nominal &tau  sebesar Rp.

259 DUD UUB {Dua Ratug Lima Puluh Juta

| ‘Ruplail} ——————— e e e o e e et Sy i s o o o ot s s i
Sehlngﬂa =eluruhrfa berjumlah 1.250 ({Seribu

Dua Ratus lea Puluh) lembar saham dendahb

o

nllal nom1na1 geluruhnys 3ebesar Rp
1 250 npo. DDD (Satu Milyvar Dua Ratus Lima
Puluh Juta Ruplah) it R R S S R
2.3ﬁeny1mpang daLl kutentuan delam pasal 8 dan
- Pasal 11 Anggaran Daqar ini mengenai te&Ta CArG

pengang'a»an anggota Direksi dan Komisaris,

i &

ééléh dlangkat sebagal 3 i e B S
Dlrektdr Utama .Tuan TJRIER TJDHG JEH, tersebut
1o h Aalétas, ——————— ST S—
Direktur © :Tuan TJHIN TJONG GIOBG, Tersebur
‘ - dlatas;-——————--—~——————~~~———;

KomisarisUtama :Tuan TJOHIN, TJONG LIEN, terssbut
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Komisaris: i :Tuan,CHAEDRA PURNAMA,  tersebut
. AEBLEE; —~mmmm e mmmm e e e
Komisaris :Tuan HARTANTO/TJHIEE TJOONG THAY,
| tergsbut diatag, ----————-—--=---

Pengang¥atan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yangd
BE ARG R EA e e AR R R

Para penghadap sebagaimsnz disebut telsh dikénal

oleh sava, Notariz.-=------—————ommmomm oo

—————————— i DEMIKIAN AKTZ INI ----—————mm -
Dibuat 'sebagai minuta dan dilangsungkan di
Yogyakarta, pada tanggel tersebut dalam kepala
akta ini, dengan dihadipi oleh :--------=------
1. Byonya WAHYUNI ROSMARTA HUTARARAT, Sarjana
Hukum, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 10-
06 198? (Sepuluh Juni Seribu Sembilan Ratus
'Delapan "Puluh Tigal, Karyawati Notaris,
_ bertampat tinggal di Jalan DBanteng Utama
Nomor &4 B, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga
30, besa Sinduhario, Kecamatan Wgaglik,
Kabupéten Sleman, Femegang Nomecry Ind;k
Kependudukan 3404125006830006, Warga Negara
s o 8 e

2. Byonya RETHO WIJAYARTI, Sarjana Ekonomi,

dilshirkan di Gunungkidul pada tanggal 11-12-

1878 (Sebelds Desember Seribu Sembilan Ratus




/

Tujuh Puluh Sembilan), Karygwati Notaris,
bertempat tinggél di Mulyosari, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan
Baleﬂarjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul, Pemegang Nomor Induk

Kependudukan 3403015112790003, Warga HNegara

Indonesif. ——~~=—————— s e m e e

Yang saya, Notaris, kenal, sebagal saksi-saksi

t Setelah skta ini saya, Rotaris, bacakan kepada

para penghadap dan 3aksi-zaksi akta, maka akta
ini ditandatangani oleh para penghadap, sakai-
sakali alcta dan gaya, Notarig.--=-—-—v————o——meen

Dihuat dengan tanp& perubzhan.-—--—-————=—————ww—=~

~--Diberikan =zebagal saling &NQg s&mMa bunvinya--




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 /53 / 5/ PIP.SMG-2022
Tanggal 16 Maret 2022

UNTUK

LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL, LAYANAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, LAYANAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI, REVIEW AN EVALUASI TARIF BLU, BELANJA
PERJALANAN

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN
EVALUASI TARIF BLU

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG s T e
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor :PL.102 /53 /5/PIP.SMG-2022 Semarang, 16 Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth.

Direktur PT. VISI UTAMA INDONESIA
di Dharmawangsa Square City Walk Pulo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Perihal : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP Semarang T.A. 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan
Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan  : Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP
Semarang T.A. 2022

Lingkup pekerjaan © Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP
Semarang T.A. 2022 meliputi fullboard meeting package.
Nilai total HPS - Rp 82.620.000,- (Delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh
ribu rupiah)
Sumber pendanaan . DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
J1. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax 10248311527 /0248311529
Website - http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai
dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
Rabu s.d Kamis, 16s.d 17 09.00 s/d 13.00
a. Pemasukan Dokumen Penawaran Maret 2022 WIB
Pembukaan Dokumen Penawaran,
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Kamis, 17 Maret 2022 ML )
L Selesai
Negosiasi Harga
c. Penandatanganan SPK Senin, 21 Maret 2022 09.0soe;2rslg L

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai
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BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Peserta menyampaikan penawaran atas paket
Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum
Pengadan (RUP) sebagaimana tercantum dalam
LDP,

Nama paket pengadaan sebagaimana fercantum
dalam LDP,

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan
harga sesuai konfrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Website Satuan
Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Websife Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan
tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a.

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan
dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi
keinginan penyedia yang bertentangan dengan
Dokumen  Pengadaan Langsung, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

membuat dan/atau  menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi  persyaratan  dalam  Dokumen
Pengadaan Langsung ini.



4. Larangan
Pertentangan

Kepentingan

4.1

4.2

4.3

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah
pertentangan kepentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sepagaimana dimaksud

pada klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsung maupun tidak
langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

Peserta dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan wusaha
dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi
Administrasi/
Legalitas
Peserta

6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha,
persyaratan  kualifikasi administrasi/legalitas
meliputi:

a. Memiliki izin usaha scbagaimana tercantum
dalam LDP,

b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;

¢.  Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir
(SPT tahunan);

e. Mempunyai afau  menguasai tempat
usaha/kantor dengan alamat yang benar,
tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

f.  Secara hukum mempunyai kapasitas untuk

mengikatkan diri pada Kontrak yang

dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau

perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

3) Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;

Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta

yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,

2%



tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;

2) yang Dbersangkutan berikut pengurus
badan usaha tidak sedang dikenakan
sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha
bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar
tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:

a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia
seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor/Surat  Keterangan  Domisili
Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir;
menandatangani Pakta Integritas; dan
Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2) keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangankepentingan pihak yang
terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan
dan/atau  sedang menjalani  sanksi
pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara,
kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan Negara.

P

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:

Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama
paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupurn  swasta, termasuk pengalaman
subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam

kelompok/grup yang sama paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun  swasta, termasuk pengalaman
subkontrak.



b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber
daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
dalam proses penyediaan termasuk layanan purna
jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

a

Undangan Pengadaan Langsung;

. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
Lembar Data Pemilihan (LDP);
. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;

Pakta Integritas;
. Formulir Isian Kualifikasi; dan
. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

b
C.
d
e. Bentuk Dokumen Penawaran:
f,
3
h

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran
Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga,
Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi,
sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat
mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP;
harga penawaran (dalam angka dan

3)

4)

Penawaran, yang didalamnya

huruf); dan

tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur
utama/ pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang
nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur

utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi yang
namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang
pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan
perusahaan/karyawan koperasi yang
berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur




utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat.
b. Surai Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada
penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.8 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan

berdasarkan contoh, brosur dan gambar-

gambar;

standar produk yang digunakan,;

garansi;

asuransi (apabila dipersyaratkan);

sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila

dipersyaratkan);

layanan purnajual;

tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);

Jjangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

1. identitas (jenis, tipe dan merek).

cREDT
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84 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas
dan Harga);

b. Jumlah total harga penawaran;

¢. Biaya overfiead dan keuntungan serta semua
pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan)
yang harus dibayar oleh penyedia uniuk
pelaksanaan pengadaan barang ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas
dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap
dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana
tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran
Dokumen kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan
Penawaran Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan
Penawaran dokumen penawaran sesuai jadwal dalam
Undangan Pengadaan Langsung.



11. Evaluasi dan
Negosiasi
Penawaran

8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa  kelengkapan
Dokumen Penawaran, yang meliputi:

Surat penawaran

Surat kuasa (apabila dikuasakan);

Dokumen penawaran teknis;

Dokumen penawaran harga;

Pakta Integritas; dan

Formulir Isian Kualifikasi.

me QN o

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
adminisfrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana
klausul 8.2 huruf a butir 4);

b) mencantumkan penawaran harga;

¢) jangka waktu berlakunya surat penawaran
tidak kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP; dan

d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

¢. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem
gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakia
Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai
dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5
dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang
Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi  persyaratan administrasi dan
kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai
dengan yang ditetapkan sebagaimana yang
tercantum di spesifikasi,

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan




sistem gugur (pass and fail);

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis
minimal yang harus dipenuhi sebagaimana
tercantum di spesifikasi,

€. Penilaian syarat fcknis minimal dilakukan
terhadap  Dokumen  Penawaran  Teknis
sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha
lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

12.Pembuatan 12.1
Berita Acara
Hasil
Pengadaan 12.2
Langsung

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta
membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan
Negosiasi.

¢. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan
Pengadaan Langsung ulang mengundang
Pelaku Usaha lain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
¢. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
e. keterangan-keterangan
perlu (apabila ada)

lain yang dianggap

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

13.Penerbitan 121
SPPBJ

12.2

12.3

12.4

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil
Pengadaan Langsung kepada PPK dengan
melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

PPK sebelum menerbitkan SPPB] melakukan review
atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk
memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah
dilaksanakan sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia




14.Penandatangan
-an SPK

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

dan memasukkan data SPPB] pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan
kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan
dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan
melakukan  pembahasan  bersama  ferkait
perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan

Langsung.

Dalam hal fidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan atas hasil pemilihan
diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6
(enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK
yang meliputi substansi, bahasa, redaksional,
angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada
setiap lembar SPK.

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan,

yaitu:

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri
dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh penyedia barang; dan

2) SPK  asli kedua untuk penyedia barang
dibubuhi meterai pada bagian yang
ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud
pada klausul 8.2 huruf a butir 4).




BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP No. Isian Ketentuan
IKP
1. LINGKUP 1.1 Kode RUP: 29507394
PEKERJAAN
1.2 Nama paket pengadaan:
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif
BLU PIP Semarang T.A. 2022
1.3 Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan
Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif
BLU PIP Semarang T.A. 2022.
1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga satuan
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
JI. Singosari 2A Semarang
1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
https://pip-semarang.ac.id
1.10 | Website Aplikasi SPSE:
Ipse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN 3.1 Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan
KUALIFIKASI atau surat 1zin lain sesuai bidang sebagaimana yang
PESERTA dipersyaratkan, vyaitu : Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha
pokok perhotelan yang masih berlaku dengan
menyampaikan rekaman.
32 Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan  (SPT Tahunan) tahun 2019/2021
33 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);




34

Surat Pernyataan Pakta Integritas.

4, DOKUMEN 4.1 Masa berlaku surat penawaran:;
gﬁiAWARAN 30 (tiga puluh) hari kalender
KUALIFIKASI

42 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:

8 (Delapan) hari kalender




BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

No. Uraian Jumlah Wakitun
1. | Fullboard Residential single 3 Pax 3 Malam
2. [ Fullboard Residential Twin 24 Pax 3 Malam
3. | Fullboard Residential Single 1 Pax 2 Malam
4. | Fullboard Residential Twin 6 Pax 2 Malam
5. | Fullday Meeting 18 Pax 2 Malam




BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Uraian Jmnizh Waktn Harga Satuan Jumlah
1. | Fullboard Residential single 3 Pax | 3 | Malam 900.000 8.100,000
2, | Fullboard Residential Twin 24 | Pax | 3 | Malam 735.000 52.920.000
3. | Fullboard Residential Single 1 Pax | 2 | Malam 900.000 1.800.000
4, | Fullboard Residential Twin 6 Pax | 2 | Malam 735.000 8.820.000
5. | Fullday Meeting 18 | Pax | 2 | Malam 305.000 16.980.000
JUMLAH 82.620.000




BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor ; [tempat],  [tanggal] [bulan] _ [tahun]
Lampiran §
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]
di
Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama
pekerjaan]
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk
pengadaan [diisi nama pekerjaan] sebesar
Rp ( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di
atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran init berlaku selama ( ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta ]ampirannja kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap




B.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. | Uraian Spesifikasi Satuan Yolume Identitas
Pekerjaan Teknis dan/atau yang
Gambar ditawarkan
1. | [Diisi wuraian [diisi [dliisi volume
Jenis satuan unit | unit
Pekerjaan] Pekerjaan] | Pekerjaan]

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diist sesuai dengan item pekeraan yang tercanturn dalam

spesifikasi.
No | Uraian Pekerjaan | Satuan Volume Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)
PPN (10%)

Jumlah total setelah PPN




BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

Bertindak untuk . PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai
dan atas nama dan cantumkan namaj

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan
Anggaran Dan Pelaporan  Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini
menyatakan bahwa:

1.

2,

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses
pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional
untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat],  [tanggal] [bulan] 20 [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]




FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISTAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN

USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama - [nama badan usaha]
No. Identitas [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak : [diisi nama badan usaha]
untuk
dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Ls

saya  secara  hukum  bertindak untuk dan atas nama
perusahaan/koperasiberdasarkan fakta pendirian/anggaran
dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasaj,

saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/bagi
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar
tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai
berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ™[,

sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan
para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan ini;

badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam,
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha

Pusat Cabang

3. Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

Bukti  kepemilikan/penguasaan  tempat
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor ]
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran
[contoh: nomor pengesahan Kementerian
Hukum dan HAMuntuk yang berbentuk
P1}

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

[contoh: persetujuan/bukii laporan dari
Kementerian Hukum dan HAM untuk
yang berbentuk PT]

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTPY
Paspor/Surat
Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha




2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha
Penduduk (KTPY
Paspor/Surat
Keterangan Domisili
Tingpal

. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.  Surat Izin Usaha : No_ Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4, Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No.TDP

. Izin Lainnya fapabila dipersyaratkanf

1. Surat Izin : No Tanggal
2. Masa berlaku izin :
3. Instansi pemberi izin

Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

nomor Kartu Tanda Alamat
Penduduk (KTPY
No. Nama Paspor/Surat Persentase
Keterangan Domisili
Tinggal

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun

terakhir (SPT tahunan) No._  tamggal




G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) fapabila diperlukan]

. Jabatan | Pengalaman . Tahun
No | Nama Tgl/bh.lfthn nglsat dalam Kerja Profe.:suf Sertifikat/
lahir Pendidikan - keahlian .
pekerjaan {tahun) Tiazah
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/fapabila diperlukan]
_ Jenis s Bukti
No Fasilitas/Pera Jumlah aﬁtpzz:ta: ; l\;l:;k Tahun Kondisi Lokasi Status
' latan/ 4 ot z pembuatan {%0) Sekarang | Kepemilik
Barlenkapan pada saat ini | tipe s
1 2 3 4 5 6 8 9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Tanggal Selesai
Kontrak Status Pekerjaan
Nama Pemberi Pekerjaan B Zn{ed'a Berdasarkan
No. Paket : Lokasi aam,
B Pckleeaan kelompok I?Jl_]gkasan oxast pelaksan
(grup) ingkup Alamat/ | No/ - %
Pekeriaa i oo 1 ontra | BA Serah
Tjaan Nama Tan | Nilai | pekerjaa N i
Telepon 1 k Terima
geal n
M| @ &) “ % © M 1&| G | a9 [ ap | (12)
1
2
dst
J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Status
Pemberi Pekeri Penyedia
Ringka e et dalam Kontrak Progres Terakhir
Nt Il.lxlng gkz;n i pelaksanaan
No. Paket Pekerjaan <83 Pekerjaan
Pekerjaan !
Kontrak Prestasi
Nama %é?mzti Taﬂdal Nilai | (Rencana) Kerja
P ge %) (%)
1 2 4 5 6 7 8 g 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh
rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui babwa data/dokumen vang
saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang
saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar




Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ___ [tanggal] [bulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-

tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[fabatan dalam badan usaha]




BAB VIII
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SATUAN KERJA :
- TPE (SPK)AH KERJA NOMOR DAN TANGGAL SPK
Nama PPK:
Nama Penyedia:
NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN
LANGSUNG:
. | TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN
PAKET PENGADAAN LANGSUNG:

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG:

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( ruptah).

Jenis Kontrak
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari
kalender
Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan dan cap (jika salinan [tanda tangan dan cap (fjika salinan asli ini
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan | wuntuk proyel/satuan kerja Pejabat Pembuat
meterai Rp 6.000,- )] Komitmen maka rekatkan meterai Rp
6.000,-)]
[rama lengkap] [nama lengkap]
[jabatan] [jabatan]




SYARAT UTMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
Jjangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum
Republik Indonesia.

HARGA SPK

a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK
pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua
peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian
yang wajar,

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat
memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
masa garansi.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atan mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.




10.

11.

JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan,
serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari
hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil
pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK,

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampaibatas akhir garansiharus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan




12.

13.

14,

15.

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan
adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-
lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah
Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyediamaka penyedia dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan.

o. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan wakiu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c¢. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh
pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

f._Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan




penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

o. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat
cacat mutu dalam jangka wakiu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Sertifikat Garansi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan
PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atan penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh PPK.

£ Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat
mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak,

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai
berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi scsuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat
diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;




19.

20,

§) ketentuan lain dalam SPK.

. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk
membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat
Peristiwa Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini
dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini.
Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK,
dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK .atau pihak penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum |

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan

apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;




7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagiban angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SPK.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan. '

21. PEMBAYARAN

22,

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,

dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaron
secara sekaligus],

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan

pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

(PPSPM).

bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi

alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk

menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-

hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a.

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil)
dari [nilai SPK atau dari nilai bagian SPK] (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan

penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.




23.

24.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan
Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.




BAB IX
BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
[kop surat K/L/PD}

Nomor :
20

Lampiran :

Kepada Yth.
di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tanggal tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar
Rp (__ ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

NIP ;

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/PD]

2. [APIP K/L/PD]

3 [Pejabat Pengadaan]




B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]

[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor
ini memerintahkan:

tanggal , bersama

[nama Penyedia Jasa Lainnyaf
[alamat Penyedia Jasa Lainnya]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut;

1. Paketpengadaan:

2. Tanggal mulai kerja: ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK(tidak termasuk PPN)
sesuai ketentuan dalam SPK.




[tempat],  [tanggal] [bulan] _ [tahun]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]
[nama lengkap]

[jabatan]
NIP;

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama [nama Penyedial
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]




1.

BAB X

PENUTUP

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Paket
Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU PIP Semarang T.A. 2022.

Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada
Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

W’

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL, 8. Si., M.T.

Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001




PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

NO

KEGIATAN

16-Mar-22

17-Mar-22 | 18-Mar-22 | 19-Mar-22 | 20-Mar-22 | 21-Mar-22

Dokumen Pengadaan Langsung

Undangan kepada Peserta Terpilih

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Evaluasi Penawaran

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

Rapat Pra Penunjukan

Penandatanganan Kontrak / SPK

SPMK

KETERANGAN

[] HARIKERIA

- PROSES PELELANGAN

B HariLiBUR

SEMARANG, 16 Maret 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

e

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI, S. Si., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001




PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

AGENDA SURAT
No KEGIATAN
NOMOR TANGGAL
1 |Pokumen Pengadaan Langsung PL.102/53 /5! PIP.SMG-2022 16-Mar-2022
2 |Undangan kepada.Peserta Terpilih dilampiri PL.102/53 /6 / PIP.SMG-2022 16-Mar-2022
3 |Pemasukan Dokumen Penawaran - 17-18 Maret 2022
4 |Pembukaan Dokumen Penawaran PL.102/54 /3 PIP.SMG-2022 17-Mar-2022
5 |Evaluasi Penawaran PL.102 /54 / 4 / PIP.SMG-2022 17-Mar-2022
6 |Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga 17-Mar-2022
7 |Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung PL.102/55/ 7 { PIP.SMG-2022 18-Mar-2022
BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING) PL.102/55/8/PIP.SMG-2022 18-Mar-2022
SPPBJ PL.102/55 /15 / PIP.SMG-2022 18-Mar-2022
8 |Penandatanganan Kontrak / SPK PL102/56 /13 /PIP.SMG-2022 21-Mar-2022
SPMK PL.102/56 / 14 / PIP.SMG-2022 21-Mar-2022
9 |Berita Acara Pemeriksaan 100 % ( 8 harikalender) PL.102/61 /1 /PIP.SMG-2022 28-Mar-2022
11 |Berita Acara Serah Terima 100 % { 8  harikalender) PL.102 /61 /2 /PIP.SMG-2022 28-Mar-2022
12 |Berita Acara Eval. Pekerjaan ( 8  Tharikalender) PL.102/61/3/PIP.SMG-2022 28-Mar-2022

SEMARANG, 16 Maret 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

P

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINTI, S. Si., M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN @
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG e DT
JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id

KODE POS 50242 Home Page : Www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG

TAHUN 2022
No. Uraian Jumlah Waktu Harga Jumlah
Satuan
1. 5 i‘:;’:ard Residential 3 | Pax | 3 | Malam 900.000 8.100.000
2. ?‘:l:ﬁoard Residential | 5, | p,0 | 3 | Malam 735.000 | 52.920.000
3. g‘.’”b"ard Residential 1 | Pax | 2 | Malam 900.000 |  1.800.000
ingle 7 B
i ?\‘\'{:E"ard Residential 6 | Pax | 2 | Mvislam 735000 | 8.820.000
5. | Fullday Meeting 18 | Pax | 2 | Malam 305.000 | 10.980.00
| JUMLAH | 82.620.000

Semarang, 16 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

/

’
MARKHABAN SARTA HADI. ST
Penata Muda (111/a)
NIP. 19840327 201012 1 003




KERANGKA ACUAN KERJA

BELANJA PERJALANAN
PA/KPA :  CAPT. DIAN WAHDIANA, MM
UNIT KERJA :  POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PAKET MEETING REVIEW DAN EVALUASI TARIF BLU
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum

a.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan
Politeknik Iimu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum;




Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang
Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK
656/D1L.-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/TV/DIKLAT-09
tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelengpgaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor
PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.




2. Gambaran Umum
Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya

saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi

yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

a. Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk
mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan
pelayanan jasa transportasi;

¢. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi,

e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang
peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara
konsisten,;

f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;

g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector
transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
(BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi
Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang — undang di bidang
transportasi antara lain :

a. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

b. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

c¢. Undang —- undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

d. Undang — undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam keempat Undang — undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan

bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan

dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,
kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi

standar nasional dan internasional.




Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang
prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal
serta berorientasi Zero Accident.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan
SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar
nasional dan internasional;

b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;

c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan
transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi
Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM
transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan
mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien,
akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah

diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita
dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

» Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan
Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang
dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-
langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun
internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,
berwibawa dan berwawasan global.

b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran
melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

¢) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan
meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.

d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni

demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan



Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan
pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah
Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP semarang
mempunya tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran
dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan
tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu
pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu
pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program
pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat
keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan
kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian
pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima,
profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang
sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan
dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun
internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri,

berwibawa dan berwawasan global.

IO. MAKSUD DAN TUJUAN
1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik IImu
Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk Pengadaan

Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU serta untuk memenuhi wujud nyata




Misi dari PIP Semarang sebagai proses peningkatkan pelayanan pendidikan dan
pelatihan berstandar nasional maupun internasional kepada para peserta didik.

2) Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Meeting Review dan Evaluasi Tarif BLU
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya

kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika

di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

VL

a. Kementerian : Kementerian Pehubungan

b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM

d. PPK : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Meeting Review
dan Evaluasi Tanf BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022
sebesar Rp 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah).

b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Meeting Review
dan Evaluasi Tarif BLU Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 Rp.
Rp 82.620.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 8 (Delapan) Hari kalender




VIL. SPESIFIKASI TEKNIS

—
.

Jumlah Jumlah
No Hari Tipe Room/Meeting Pax Malam
1 | 21-24 Maret 2022 | Fullboard Residential single 3 3
2 [ 21-24 Maret 2022 | Fuilboard Residential Twin 24 3
3 | 21-23 Maret 2022 | Fullboard residential single 1 2
4 | 21-23 Maret 2022 | Fullboard Residential Twin 6 2
5 | 21-23 Maret 2022 | Fullday Meeting 18 2
22 Jumiah
KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang
sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan
Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan
menyampaikan rekaman.;

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;

Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu
4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi
Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun
pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
dengan;

a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);

c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d. Kartu Tanda Penduduk .




6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan ¢ maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:

a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar

_ hitam;

¢. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;

d. pimpinan dan  pengurus badan usaha  bukan  sebagai  pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha
sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil
cuti diluar tanggungan Negara,

e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan;

f. Pemmyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang
disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang
disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan
perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan
bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.




IX. PENUTUP
Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan
Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai
pekerjaan kepada pemberi tugas.
Semarang, 14 Maret 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

‘ Penata Muda (IIl/a)
NIP. 15840327 201012 1003
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